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PELIBATAN MANTAN NAPITER OLEH POLRI
DALAM UPAYA MENDUKUNG DE-RADIKALISME

Oleh Andre Purbal

ABSTRAK

Ada sejumlah ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATGH) yang muncul dari
waktu ke waktu yang berpotensi mengoyak integrasi nasional dan persatuan Indonesia.
Berbagai wujud ATGH yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan
budaya serta pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam) berpotensi merusak
integrasi Bangsa dan persatuan Indonesia. Salah satu wujud ATGH yang sangat serius
dalam membangun persatuan yang selama ini dihadapi Bangsa Indonesia adalah
terorisme sebagai wujud dari radikalisme. Jaringan terorisme hanya bisa dihentikan jika
seluruh elemen bangsa bekerja sama. Kerja sama mengatasi masalah radikalisme dan
terorisme antar semua komponen Bangsa melalui berbagai institusi Pemerintah dan
lembaga kemasyarakatan serta kolaborasi dengan lembaga-lembaga asing adalah
keniscayaan dan telah dilakukan. Berbagai upaya kolaboratif telah menunjukkan
penurunan tindak radikalisme dan terorisme di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir.
Sikap dan tindak radikalisme yang sering berujung dengan aksi-aksi terorisme adalah
permasalahan kemasyarakatan yang sangat kompleks dan kejahatan kemanusiaan yang
harus disikapi dan ditangani dengan tegas dan bijak serta terprogram. Upaya pemulihan
dan pembinaan para anggota kelompok-kelompok radikal dan mantan Napiter melalui
program deradikalisasi mutlak perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh semua pihak
terkait secara terpadu dan sinerjik dengan leading sector BNPT dan Polri yang dengan
jajarannya dari tingkat pusat hingga desa sebagai pelaksana di lapangan. Pelibatan
mantan Napiter oleh Polri melalui upaya deradikalisasi menjadi salah satu program
andalan yang sangat relevan.

Kata Kunci: radikalisme, deradikalisasi, mantan napiter

A.PENDAHULUAN

Persatuan Indonesia dalam
wujud Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) sebagai wujud
nyata dari upaya menciptakan

mentasikan dalam melaksanakan
Pembangunan Nasional untuk me-
wujudkan  kesejahteraan  seluruh
rakyat Indonesia.

Keamanan dalam negeri yang

keamanan dalam negeri yang kon-
dusif merupakan prasyarat keber-
langsungan pembangunan nasional.
Logika ideologis ini tercantum seca-
ra eksplisit dalam sila ketiga Pan-
casila (Persatuan Indonesia) untuk
mewujudkan sila kelima (Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
Amanat Pancasila sebagai dasar,
pandangan atau faham dan ideologi
Negara merupakan tujuan bersama
Bangsa Indonesia untuk diimple-

merupakan tanggung jawab konsti-
tusional Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) juga diamanatkan
oleh UUD 1945. Pembukaan UUD
1945 “... melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, ... dan keadi-
lan sosial, ...” adalah amanat kons-
titusional bagi Polri.

Ada sejumlah ancaman, tanta-
ngan, hambatan dan gangguan
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(ATGH) yang muncul dari waktu ke
waktu yang berpotensi mengoyak
integrasi nasional dan persatuan
Indonesia. Berbagai wujud ATGH
yang meliputi bidang ideologi,
politik, ekonomi, sosial dan budaya
serta pertahanan dan keamanan
(Ipoleksosbudhankam) berpotensi
merusak integrasi Bangsa dan
persatuan Indonesia. Salah satu wu-
jud ATGH yang sangat serius dalam
membangun persatuan yang selama
ini dihadapi Bangsa Indonesia adalah
terorisme sebagai wujud dari radi-
kalisme. Beberapa tindakan tero-
risme yang menonjol dan benar-
benar mengganggu ketenangan
masyarakat berupa peledakan bom,
termasuk bom bunuh diri terjadi
berkelanjutan seperti bom gereja
serentak pada malam Natal tahun
2000, bom Bali 1 tahun 2002, bom
Kedubes Australia tahun 2004, bom
Bali 2 tahun 2005, bom di hotel JW
Marriot dan Ritz Carlton tahun 2009,
perampokan Bank CIMB Niaga di
Medan 2010, Bom Masjid Polres
Cirebon Kota tahun 2011 dan
penyerangan terhadap tokoh-tokoh
agama tahun 2021 serta sejumlah
kasus lainnya.

Berbagai tindakan represif yang
dilakukan oleh Polri berupa pengin-
taian, penyergapan danpenangkapan
para teroris dan menyerahkan
mereka ke meja hijau ternyata tidak
cukup untuk menghentikan radikalis-
me dan terorisme. Radikalisme mun-
cul tanpa henti dalam berbagai
bentuk; Tindak kejahatan terorisme
terus saja terjadi. Radikalisme ber-
tumbuh-kembang terus justru di
dalam berbagai lembagapemerintah,

termasuk lembaga Pendidikan seper-
ti kampus-kampus. Pemahaman
keagamaan yang menyimpang dari
kelompok tertentu menumbuhkan
sikap dan perilaku bermusuhan se-
cara ekstrim terhadap warga masya-
rakat, termasuk para petugas dan
pejabat pemerintahan yang sering
disebut sebagai thogut (kejam dan
menindas serta zolim), khususnya
anggota Polri. Bagai api dalam
sekam, radikalisme bertumbuh-
kembang di tengah masyarakat, baik
secara tersembunyi, maupun secara
terang-terangan melalui ujaran ke-
bencian dan tindakan radikal. Bah-
kan di dalam tubuh TNI dan Polri
sendiri disinyalir telah bertumbuh
benih-benih radikalisme, walaupun
masih dalam persentase yang relatif
masih sangat kecil. Namun, bila tidak
ditangani dengan baik dan bijak serta
profesional, hal ini bisa menjadi
permasalahan yang sangat serius di
masa depan.

Polri dan TNI ( Angkatan
Darat/AD, Angkatan Laut/AL dan
Angkatau Udara/AU) mempunyai
dan mengembangkan Satuan khusus
anti terror: Detasemen Khusus
(Densus) 88 (Polri), Detasemen
Khusus 81 (TNI AD), Detasemen
Jalamangkara (AL) dan Satuan
Bravo 90 (AU) serta Komando Ope-
rasi Khusus Gabungan (Koop-
ssusgab). Berbagai upaya dan operasi
represif yang dilaksanakan lembaga-
lembaga ini bertujuan untuk mema-
damkan tindak kejahatan terorisme.
Berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 46 Tahun 2010, telah diben-
tuk satu lembaga non-kementerian
bernama Badan Nasional Penang-
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gulangan Terorisme (BNPT) dengan
tugas pokok dan fungsi untuk
mencegah dan menangani masalah
radikalisme yang biasanya berujung
pada aksi-aksi terorisme. Sedemikian
mendesaknya kebutuhan penanga-
nan masalah radikalisme di Indone-
sia, sehingga semua instansi yang
bersentuhan dengan kepentingan
akan ketenteraman dan kedamaian
masyarakat mempunyai unit Kerja
yang menangani masalah radikalis-
me dan terorisme.

B. RADIKALISME DI INDO-

NESIA

Sangat menarik untuk ditelaah
dan dikaji mengapa Indonesia
menjadi salah satu tempat bertum-
buhnya radikalisme yang dari waktu
ke waktu berujung dengan aksi-aksi
terorisme. Lebih menarik lagi, para
pelakunya justru mengaku sebagai
orang Islam sementara mayoritas
populasi Indonesia adalah umat
Islam. Ditinjau dari timing atau
momentum muncul dan bertumbuh-
suburnya kelompok- kelompok
(Islam) radikal ternyata pada era
reformasi ketika suasana dan proses
demokratisasi mulai berkembang di
Indonesia pada awal tahun 2000-an.
(Kata 'Islam’' dengan sengaja dibuat
di dalam kurung dengan makna bah-
wa para radikalis mengaku sebagai
orang beragama Islam dan memper-
juangan tegaknya hukum dan nilai-
nilai Islami, padahal kita menyadari
bahwa radikalisme dan terorisme
bukanlah ajaran agama Islam). Walau
pun para penganut paham radikalis-
me selalu menyatakan bahwa perju-
angan mereka berlandaskan dan

demi Islam serta sering menjadi
‘causa bella' terjadinya aksi-aksi
terorisme, namun akar permasa-
lahannya sering sekali berkaitan
dengan masalah ekonomi, politik,
sosial dan rasa tidak puas atas
keadilan yang mereka dambakan.

Proses membangun budaya
demokratis di era reformasi diman-
faatkan dengan baik oleh para tokoh
radikal untuk menumbuhkan sema-
ngat dan membangun kelompok-
kelompok di tengah masyarakat
seperti di komunitas kampus (maha-
siswa dan para akademisi), lembaga-
lembaga pemerintah, termasuk TNI
dan Polri serta di tengah masyarakat.
Pola pembinaan dan operasi mereka
berbeda-beda karena tujuan mereka
juga berbeda-beda seperti memper-
juangkan implementasi syariat Islam
di Indonesia, pendirian negara Islam
Indonesia, pendirian Khilafah
Islamiyah. Ada sejumlah kelompok
radikal yang selama ini sudah me-
nunjukkan jati dirinya seperti Majelis
Mujahidin Indonesia (MMI) dan
Hizbut Tahrir dengan gerakan moral
ideologi dan Laskar Jihad dan Front
Pembela Islam dengan gaya militer-
nya. Berbagai tindak kekerasan yang
mereka lakukan terhadap masyarakat
umum, termasuk kepada orang-orang
Islam, menimbulkan beban moral
psikologis tersendiri bagi umat Islam
di Indonesia. Hal tersebut sering
menjadi alasan pembenar untuk
melabeli Islam sebagai agama yang
merestui kekerasan, padahal masya-
rakat menyadari bahwa hal tersebut
tidak benar karena Islam adalah
agama yang mengajarkan kedama-
ian.
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Ketika kita tinjau ke belakang
secara historis, gerakan Islam garis
keras bukanlah fenomena baru di
Indonesia. Pada masa awal kemer-
dekaan Indonesia tahun 1950-an,
gerakan Islam garis keras telah di-
tunjukkan oleh Darul Islam/Tentara
Islam Indonesia (DI/TII) dan Negara
Islam Indonesia (NII). Walaupun
gerakan Islam garis keras DI / NIl
berawal tumbuh di Jawa Barat, Aceh
dan Makassar, titik temu mereka
terletak pada visi perjuangan, yaitu
menjadikan Syariat Islam menjadi
dasar Negara Indonesia. Pada tahun
1960, ketika para pimpinan mereka
terbunuh, gerakan DI berhenti, akan
tetapi bukan berarti gerakan radika-
lisme lalu berhenti. Pada tahun 1970-
an dan 1980-an, gerakan Islam garis
keras bangkit lagi yang dikenal
dengan Komando Jihad, Ali Imron,
Warsidi dengan kasus Talangsari dan
Warman dengan aksi terornya di
Lampung dengan tujuan yang serupa
yaitu mendirikan Negara Islam.

Sebenarnya gerakan Islam garis
keras bermula muncul karena ber-
bagai alasan. Pertama, karena adanya
sekelompok masyarakat yang merasa
termarjinalkan secara politis yang
menyebabkan ketidakpuasan.
Kedua, dalam rangka melawan
komunisme, gerakan lIslam garis
keras. Ketiga, menentang asas
tunggal dan demokrasi Pancasila
dianggap haram serta para pejabat
pemerintahan dianggap sebagai kafir
dan thagut. Sebagai konsekwensi
logisnya, hukum negara harus diganti
dengan Syariat Islam.

Berkaitan dengan cita-cita pene-
gakan Syariat Islam di Indonesia, ada

tiga kelompok utama yang memper-
juangkannya dengan radikalisme.
Yang pertama adalah kelompok
Salafi-Wahabi yang memperjua-
ngkan pelurusan ibadah formal orang
Islam yang dianggap sudah melen-
ceng. Kelompok kedua adalah Ikh-
wanul Muslimin dimana para Ikhwan
(saudara) hidup berkelompok kecil,
lebih kurang sepuluh orang, yang
dipimpin oleh seorang amir sebagai
pimpinan kelompok (usroh), yang
mereka anggap sebagai keluarga.
PKS lahir dari kelompok ini yang
disebut Tarbiyah. Kelompok ketiga
adalah Hizbut Tahrir yang berasal
dari negara-negara Timur Tengah
seperti Syria, Mesir dan Saudi
Arabia. Paham ini ditanamkan dan
disebarluaskan melalui para maha-
siswa yang sedang menempuh studi
di negara-negara tersebut. Tujuan
Hizbut Tahrir mendirikan negara
dengan system Khilafah Islamiyah.
Target ini diharapkan bisa terwujud
melalui lima tahapan: pertama,
membentuk kepribadian Islam
(Taqwimasy-syakhsyiahal-1slamiyah
); kedua, penyadaran (At-taw'iyah);
ketiga, berinteraksi dengan masyara-
kat luas (At-ta'amulma‘al-ummah);
keempat, proses intelektualisasi
(Harkatut Tatsqif); kelima, memben-
tuk kekuasaan kerajaan Islam
(Tagqwim al-daulah al-Islamiah).
Radikalisme yang sering beru-
jung pada terorisme sudah barang
tentu merugikan banyak pihak.
Pertama, umat Islam Indonesia
sebagai mayoritas populasi Indo-
nesia sangat dirugikan karena para
radikalis menyatakan bahwa mereka
meluruskan ajaran agama Islam.
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Sementara itu, mereka melakukan
berbagai tindak kejahatan, mulai dari
perampokan hingga pengeboman
yang menewaskan ratusan orang,
termasuk warga masyarakat yang
beragama Islam. Kedua, warga
masyarakat beragama non-Islam
sangat dirugikan karena sering men-
jadi sasaran label kafir dan ancaman
serta tindak kekerasan yang kejam
yang menimbulkan trauma. Berbagai
tindak kekerasan membuat panda-
ngan sejumlah warga non-muslim
bahwa ajaran Islam membenarkan
kekerasan dan bahkan pembunuhan.
Ketiga, Negara sangat dirugikan
tindak kekerasan berupa pengebo-
man menimbulkan kesan pada
masyarakat bahwa Negara tidak
hadir memberikan perlindungan dan
ketenteraman. Persatuan dan Kesa-
tuan Bangsa juga terancam dengan
berkembangnya paham radikalisme
dan terorisme. Oleh karena itu,
Negara tidak ada pilihan selain radi-
kalisme dan terorisme harus dibe-
rantas sampai ke akar-akarnya dan
Negara tidak boleh kalah dengan
kelompok radikalis yang bersem-
bunyi di balik agama karena NKRI
harga mati. Pancasila yang sudah
terbukti mempersatukan keberaga-
man masyarakat Indonesia tidak
boleh digantikan dengan Jamaah
Islamiyah atau konsep negara khila-
fah yang sudah gagal dan dilarang di
berbagai negara dan ingin diwujud-
kan di Indonesia.

C. UPAYA SOLUTIF MENGA-
TASI RADIKALISME: PEN-
DIDIKAN FORMAL, INFOR-
MALDANNON FORMAL

Dalam kesempatan mempe-
ringati dua dasawarsa Bom Bali,
Karnavian (2022) menyatakan
bahwa “... pencegahan terorisme
membutuhkan upaya dari semua
pihak.” Lebih lanjut ditegaskan
bahwa jaringan terorisme yang
demikian luas tidak mungkin bisa
ditangani dengan bekerja sendiri-
sendiri. Menurut Karnavian, tujuan
akhir dari terorisme bukan sekedar
membunuh atau menghancurkan
dengan menggunakan bom. Tujuan
mereka adalah mengambil alih
kekuasaan atau setidaknya ingin me-
ngubah sistem. "Maka kita harus
menjaga sistem sebagai negara yang
harmonis dalam keragaman, persa-
tuan, dan keragaman."

Jaringan terorisme hanya bisa
dihentikan jika seluruh elemen
bangsa bekerja sama. Kerja sama
mengatasi masalah radikalisme dan
terorisme antar semua komponen
Bangsa melalui berbagai institusi
Pemerintah dan lembaga kemasya-
rakatan serta kolaborasi dengan lem-
baga-lembaga asing adalah kenis-
cayaan dan telah dilakukan. Berbagai
upaya kolaboratif telah menunjukkan
penurunan tindak radikalisme dan
terorisme di Indonesia dalam satu
dasawarsa terakhir.

Kecenderungan penurunan tin-
dak radikalisme dan terorisme tidak
menjamin bahwa permasalahan ini
telah berakhir. Tindak radikalisme
dan terorisme masih terjadi dan akan
terus terjadi. Pertama, kelompok-
kelompok radikal telah ada dan selalu
berusaha menyebarkan pengaruh
mereka di tengah masyarakat dan
bahkan di berbagai institusi peme-
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rintahan, bahkan termasuk TNI, Polri
dan lembaga-lembaga pendidikan
seperti sekolah-sekolah dan kampus-
kampus perguruan tinggi negeri.

Wahid Foundation mengung-
kapkan bahwa “Tahun 2011, Hasil
Survey Lembaga Kajian Islam dan
Perdamaian (LaKIP) dengan respon-
den guru PAI dan siswa SMP se-
Jabodetabek menunjukkan potensi
radikal yang kuat di kalangan guru
dan pelajar dengan indikasi resistensi
yang lemah terhadap kekerasan atas
nama agama, intoleransi, sikap
ekslusif serta keraguan terhadap
ideologi Pancasila. Tahun 2015
Survey Setara Institute terhadap
siswa dari 114 Sekolah Menengah
Umum ( SMU) di Jakarta dan
Bandung. Dalam survei ini, sebanyak
75,3% mengaku tahu tentang ISIS.
Sebanyak 36,2 responden menga-
takan ISIS sebagai kelompok teror
yang sadis, 30,2% responden menilai
pelaku kekerasan yang mengatasna-
makan agama, dan 16,9% menyata-
kan ISIS adalah pejuang-pejuang
yang hendak mendirikan agama
Islam”. Dua survei ini menunjukkan
dengan jelas indikator adanya
potensi radikalisme di kalangan
pendidik dan peserta didik (siswa).
Bila tidak ditangani dengan strategi
yang komprehensif, maka bibit-bibit
radikalisme di dunia pendidikan
dasar dan menengah ini akan ber-
kembang ke dunia pendidikan tinggi
serta akan disuburkan di tengah
masyarakat yang juga rentan terkena
pengaruh kelompok- kelompok
keagamaan yang radikal.

Bila dilihat dari motif ber-
gabungnya warga masyarakat ke

kelompok-kelompok garis keras
untuk dilatih di dalam atau luar
negeri dan bahkan untuk dijadikan
‘penganten’ (melakukan bom bunuh
diri) relatif kompleks. Seperti telah
diungkapkan sebelumnya, motif itu
meliputi masalah ekonomi, politik
dan sosial yang berawal dari rasa
ketidakpuasan dan ketidakadilan
yang dialami. Sebagian besar mereka
yang direkrut berasal dari latar
belakang ekonomi lemah (kemis-
kinan), pendidikan rendah, pengeta-
huan dan pemahaman keislaman
yang menyimpang, serta ketidaksia-
pan menerima pluralism dan ketidak-
mampuan bersosialisasi di lingku-
ngan hidup mereka. Maka, upaya
menangkal upaya perekrutan mereka
hanya bisa dilakukan melalui upaya
bersama secara komprehensif de-
ngan program sinerjik pendidikan,
usaha ekonomi, kegiatan keagamaan
dan sosial kemasyarakatan serta ke-
bangsaan. Upaya komprehensif ters-
ebut tidak mungkin dilaksanakan
secara sektoral di bidang pendidikan,
keagamaan dan sosial ekonomi saja.
Alius (2016) menyatakan bahwa
semua pihak terkait dan berkepen-
tingan dengan penanganan radikalis-
me dan terorisme akan dilibatkan
secara komprehensif, baik dengan
pendekatan lunak ( persuasif),
maupun Kkeras (represif) sesuai
kapasitas masing-masing pihak.
“Deradikalisasi adalah untuk orang-
orang yang sudah bermuatan seperti
itu, tapi kalau untuk antiradikalisasi
artinya untuk orang-orang yang
belum tersentuh. Kita akan mak-
simalkan itu, kita akan rangkul
semua termasuk LSM, ormas, yang
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punya potensi, termasuk pemimpin
komunitas lintas agama pun akan kita
libatkan. Sehingga betul-betul ini
tanggung jawab nasional ini kita buat
dan leading sector-nya adalah
BNPT”. Untuk upaya memutus
jaringan sel teroris, BNPT akan terus
berkoordinasi dengan Polri yang
dengan ujung tombak Densus 88dan
unit-unit terkait, termasuk dengan
TNI (AD, AL dan AU dengan Unit
penanggulangan terorisme masing-
masing) serta semua Kementerian
terkait: Kementerian Pendidikan,
Dalam Negeri, Luar Negeri dan
Pertahanan.

Segala upaya penanggulangan
masalah radikalisme dan terorisme
dapat dikategorikan ke dalam dua (2)
bidang pendekatan, yaitu, lunak dan
eras (represif). Pendekatan lunak
dalam hal ini adalah pendidikan
sementara pendekatan keras adalah
tindak represif oleh pihak Kepoli-
sian. Dalam makalah ini, pendekatan
keras tidak menjadi bahasan; Yang
menjadi bahan bahasan adalah
pendekatan lunak, yaitu kontribusi
pendidikan untuk masalah radikalis-
me dan terorisme. Satu bagian pen-
ting dari bahasan ini adalah program
deradikalisasi, khususnya pelibatan
mantan napiter oleh Polri dalam
mendukung upaya deradikalisasi.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasa-
na belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepri-

badian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara. Usaha sadar dan terencana
untuk mengembangkan kecerdasan
intelektual (kognisi), kecerdasan
emosi (afeksi) dan keterampilan
(psikomotorik) serta kehendak dan
kemauan baik ( konasi) anak
seyogiyanya tercermin dalam pendi-
dikan formal, non formal dan
informal.

Pendidikan formal adalah
pendidikan yang dikelola disekolah-
sekolah tingkat dasar hingga mene-
ngah dan pendidikan tinggi di univer-
sitas secara terstruktur dengan peren-
canaan yang matang dengan kuriku-
lum. Pendidikan formal mempunyai
peluang yang sangat besar dalam
mendidik anak-anak Bangsa dalam
pengembangan kognisi, afeksi,
psikomotorik dan konasi perserta
didik. Mengacu pada pengertian dan
tujuan pendidikan menurut UU
Sisdiknas, maka setiap unit pendidi-
kan bertanggung jawab dalam me-
ngembangkan tidak hanya kecerda-
san intelektual (kognisi), tetapi juga
kecerdasan emosi (afeksi) peserta
didik. Zuchdi (2013) mengatakan
bahwa “Sistem pendidikan yang
mampu mengembangkan pribadi
yang memiliki karakter terpuji, yang
secara personal dan social siap me-
masuki dunianya seharusnya men-
jadi tujuan utama setiap institusi
pendidikan di Indonesia”. Lebih
khusus lagi menyangkut pendidikan
karakter sebagai bagian dari pengem-
bangan afeksi peserta didik adalah
pendidikan yang bertujuan untuk
membantu peserta didik mengalami,
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memperoleh dan memiliki karakter
kuat yang diinginkan (Suparno,
2015).

Terpaparnya peserta didik de-
ngan paham radikalisme dan bahkan
sebagian terlibat dalam kegiatan
pelatihan dan aksi terorisme di
sejumlah unit pendidikan dasar,
menengah dan tinggi adalah keku-
rangan pendidikan formal yang
sangat mendesak untuk diperbaiki.
Pendekatan dalam pendidikan karak-
ter menurut Wiyani (2012:26) seba-
gai strategi pembangunan karakter
peserta didik dalam konteks sekolah
atau lembaga pendidikan ada tiga.
Pertama, pendekatan komprehensif
(holistic); kedua, pendekatanpembe-
lajaran terintegrasi; dan ketiga,
pendekatan pengembangan kultur
atau budaya sekolah. Pendekatan
komprehensif (holistik) “... mengi-
mplementasikan secara seimbang
antara kekuatan internal dan
eksternal, antara kekuatan pikiran
dengan hati, antara ngerti, ngrasa,
dan nglakoni (moral knowing, moral
feeling, moral action) atau antara
pikir, zikir dan ikhtiar”. Pendekatan
tunggal seperti indoktrinasi atau
menunjukkan keteladanan tampak-
nya sudah tidak efektif lagi di era
demokratis dewasa ini. Perlu diberi
ruang yang cukup bagi peserta didik
untuk memilih dan menentukan
pilihan atas nilai-nilai yang perlu
diadopsi dan diinternalisasi untuk
membangun karakter mereka. Pendi-
dikan karakter dengan pendekatan
komprehensif (holistik) seyogiyanya
dilakukan dalam konteks kompre-
hensif juga, yaitu melalui pembela-
jaran di dalam kelas dengan pelajaran

yang relevan seperti agama, kewar-
ganegaraan, budi pekerti, ekstra-
kurikuler, bimbingan dan penyu-
luhan, dsb. Pendidikan karakter de-
ngan pendekatan komprehensif juga
bisa dilakukan baik di dalam maupun
di luar kampus sekolah (di tengah
masyarakat) dengan melibatkan
banyak pihak seperti tokoh masya-
rakat, tokoh agama, penegak hukum,
pegiat kemasyarakatan dan figur-
figur relevan lainnya. BNPT dan
Kepolisian yang lebih fokus pada
upaya deradikalisasi terhadap orang-
orang yang sudah pernah terpapar
dan terlibat dalam insiden radikalis-
me dan terorisme, maka sektor pendi-
dikan mengambil porsi dalam
pendidikan anti radikalisme yaitu
upaya edukatif terhadap orang-orang
yang belum pernah terpapar dan
terlibat dalam insiden radikalisme
dan terorisme seperti para pelajar dan
mahasiswa.

Pendidikan karakter dengan
pendekatan integratif ... memberi-
kan pengalaman yang bermakna
kepada peserta didik karena mereka
memahami konsep-konsep, keteram-
pilan-keterampilan dan nilai-nilai
yang mereka pelajari dengan meng-
hubungkannya dengan konsep dan
keterampilan lain yang sudah mereka
pahami ... dalam satu bidang ilmu
(intrabidang studi) atau dari beberapa
bidang studi (antar bidang studi).
Pendekatan interdisipliner atau multi
disipliner mempersiapkan pese-rta
didik mampu memecahkan masalah
yang mereka hadapi, termasuk pe-
ngaruh-pengaruh para penyebar
paham radikalisme dan terorisme.

Pendidikan karakter dengan
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pendekatan pengembangan kultur
atau budaya sekolah memungkinkan
peserta didik menyesuaikan diri atau
beradaptasi dengan nilai-nilai yang
dikembangkan di sekolah dalam
membangun karakter peserta didik.
Bila manajemen mengembangkan
nilai kejujuran sebagai budaya se-
kolah yang kuat, maka peserta didik
akan menyesuaikan diri mengikuti
budaya kejujuran.

Pendidikan non formal bisa
dilakukan di luar struktur organisasi
sekolah oleh berbagai Lembaga
kursus dan lembaga-lembaga ke-
masyarakatan dan pemerintah mela-
lui berbagai program Kkegiatan.
Dalam hal ini BNPT, Kepolisian,
TNI, Kementerian terkait dan
Lembaga Swadaya Masyarakat bisa
melakukan berbagai kegiatan seperti
seminar, lokakarya, perlombaan atau
kegiatan menarik lainnya untuk
memberikan pemahaman atau
menanamkan nilai-nilai keutamaan
tertentu dalam menangkal terba-
ngunnya sikap dan perilaku radikal di
kalangan peserta didik. Isi dari
berbagai kegiatan tersebut meliputi
hal-hal untuk membangun sikap anti
radikalisme seperti kecintaan pada
Bangsa dan Negara, pemahaman
tentang peran Pancasila dalam kehi-
dupan berbangsa dan bernegara,
penanaman sikap saling menghargai
dalam konteks keberagaman atau
kebhinekaan dan sejenisnya.

Pendidikan informal dalam
keluarga tentu merupakan pendi-
dikan pertama dan utama bagi anak-
anak peserta didik. Penyelenggara
pendidikan keluarga sudah barang
tentu orangtua dan orang-orang

dewasa lainnya yang terlibat dalam
proses pendampingan anak. Keluar-
ga semestinya dan seyogiyanya
menjadi tempat utama untuk pena-
naman nilai-nilai keutamaan menda-
sar seperti kejujuran, disiplin, tang-
gung jawab, sikap dan perilaku
menghormati orang lain, dan seba-
gainya.

Pendidikan karakter peserta di-
dik untuk membendung dan me-
nangkal pengaruh paham radika-
lisme terhadap anak-anak dan peserta
didik di sekolah dapat dilakukan
secara sinerjik antara ketiga pihak:
orangtua, sumber belajar sekolah dan
figur-figur masyarakat atau lembaga-
lembaga terkait (BNPT, Kepolisian
dan lain lain). Untuk menghubung-
kan para pihak tersebut, dapat
dilakukan kegiatan parenting sehing-
ga upaya pembangunan karakter
peserta didik dapat dilakukan secara
sinerjik.

D. PELIBATAN MANTAN NAPI-
TER UNTUK MENDUKUNG
UPAYADERADIKALISASI
Pelibatan mantan Napiter lebih

difokuskan pada upaya deradi-

kalisasi, yaitu upaya mengubah
orang-orang yang sudah terpapar dan
bahkan terlibat dalam kasus radi-
kalisme atau terorisme menjadi tidak
radikal. Sebenarnya pelibatan man-
tan Napiter oleh Polri untuk mendu-
kung upaya deradikalisasi sudah
dilakukan. Mereka ini adalah mantan

-mantan teroris yang sudah sadar

akan kesalahan mereka dan sudah

berikrar setia kepada Pancasila dan

NKRI seperti Ali Imron dan sejumlah

lainnya. Ali Imron, anggota kelom-
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pok Jamaah Islamiyah (JI) yang
berhubungan dengan Algaidah
(bukan Jamaah Ansarut Daulah /
JAD yang merupakan bagian dari
ISIS, yang beberapa tahun terakhir
ini aktif melancarkan aksi serangan
teror) adalah otak dari serangkaian
aksi terorisme di Indoneia termasuk
bom Bali tahun 2002. Ali Imron
adalah mantan Napiter yang sudah
sadar dan menyatakan setia pada
Pancasila dan NKRI dan berperan
aktif membantu Polri dalam memb-
ongkar jaringan terorisme di Indone-
sia dengan resiko dia dimusuhi dan
bahkan diancam akan dibunuh oleh
para radikalis dan teroris.

Ada juga sejumlah Napiter yang
sudah sadar dan berikrar setia kepada
Pancasila dan NKRI, tetapi belum
dilibatkan oleh Polri dalam upaya
deradikalisasi. Diantara mereka, ada
juga yang atas inisiatif sendiri me-
lakukan kegiatan - kegiatan positif,
termasuk dalam upaya anti radikali-
sasi dan deradikalisasi. Igbal Husaini
adalah mantan angggota Jamaah
Islamiyah (JI) di Aceh. Dia bekerja
sama dengan Dul Matin membeli
spare parts elektronik untuk mem-
buat peralatan untuk merakit bom.
Dia pernah merampok bank di
Medan. Satu saat dia berkesempatan
melihat dan berinteraksi dengan
korban bom Bali 1 dan korban bom
Kedutaan Besar Australia. Diamera-
sa tersentuh melihat kondisi korban,
yaitu seorang polisi yang mengantar
istrinya yang lagi hamil dan mening-
gal dalam insiden tersebut dan sang
polisi juga mengalami kecacatan. Dia
menyatakan bahwa tujuannya adalah
menegakkan Islam di Indonesia.

Setelah bertobat dan kembali
menjadi warga negara Indonesia
yang baik, Igbal Husaini mendirikan
sebuah pesantren Al Khidayah di
desa Kutalimbaru, Medan untuk
anak-anak mantan teroris. Selain
terharu, dia juga prihatin melihat
banyak anak- anak bertumbuh
manjadi teroris. Untuk mencegah dan
memutus mata rantai radikalisme
sejak usia dini, dia menyusun pela-
aran deradikalisasi dan mengajarkan-
nya sendiri di Pesantren tersebut
sesuai dengan program BNPT.
Dalam pelajaran deradikalisasi, dia
melakukan hal-hal berikut pada
peserta didiknya:

1 ) Menanamkan s ikap Kritis,
bertanya, tidak mudah menerima;

2) Mengajarkan pluralism;

3) Toleransi; Nabi menerima utusan
Kristiani; Nabi membebaskan
tawanan. Islam mengajarkan
toleransi;

4) Tidak dogma karena dogma
melahirkan fanatisme buta.

Igbal menetapkan patokan pro-
gram deradikalisasi di Pesantrennya
dengan merujuk pada standar BNPT
yang menjadi leading sector program
deradikalisasi dengan tugas dan
fungsi sebagaiberikut:

1) Merumuskan, mengoordina-sikan
dan melaksanakan kebijakan,
strategi dan program nasional
penanggulangan terorisme di bi-
dang kesiapsiagaan nasional,
kontra radikalisasi dan dera-
dikalisasi;

2) Mengoordinasikan antar penegak
hukum dalam penanggulangan
terorisme;

3) Merumuskan, mengoordinasikan,
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dan melaksanakan kebijakan,
strategi, dan program nasional
penanggulangan terorisme di
bidang kerja sama internasional;

4) YMenyusun dan menetapkan
kebijakan, strategi dan program
nasional di bidang penang-
gulangan terorisme;

5) Menyelenggarakan koordinasi
kebijakan, strategi, dan program
nasional di bidang penang-
gulangan terorisme;

6) Melaksanakan kesiapsiagaan na-
sional kontra radikalisasi dan
deradikalisasi.

Secara eksplisit dinyatakan bah-
wa kontra radikalisasi dan deradika-
lisasi merupakan bagian dari fungsi
dan tugas BNPT.

Detasemen Khusus (Densus) 88
Anti Teror Polri dirancang sebagai
unit anti terror yang mempunyai
kemampuan menangani gangguan
teroris, mulai dari ancaman bom
hingga penyanderaan. Pasukan
Densus 88 AT Polri terdiri dari ang-
gota Polri yang berpengalaman
dalam hal strategi dan taktik dalam
mengatasi tindak pidana terorisme.
Tugas Densus 88 AT adalah menye-
lenggarakan kegiatan intelijen,
pencegahan, penindakan, penyidi-
kan, identifikasi, dan sosialisasi
dalam rangka penanggu-langan
tindak pidana terorisme. Tugas-tugas
ini sudah barang tentu meliputi
tindakan represif dalam membong-
kar jaringan terorisme dan tindakan
lunak berupa pencegahan. Pelibatan
mantan Napiter dalam upaya deradi-
kalisasi tentu untuk mengemban
tugas pencegahan dengan mening-
katkan jumlah orang-orang yang

sudah terpapar dan terlibat dalam
kasus-kasus radikalisme dan teroris-
me menjadi sadar dan kembali
menjadi warga negara Indonesia
yang baik dan setia pada Pancasila
dan NKRI.

Upaya sinerjik dibutuhkan untuk
mendukung upaya deradikalisasi
yang dilakukan oleh BNPT dan Polri.
Kandungan materi keagamaan seba-
gai bahan pembinaan dalam program
deradikalisasi tidak mungkin diberi-
kan oleh petugas dari BNPT atau
Polri; Tentu yang paling kompeten
dalam hal ini adalah tokoh-tokoh
agama yang berwibawa dan dihor-
mati dan leading sector-nya adalah
Kementerian Agama. Demikian juga
dengan upaya membangun karakter
seyogiyanya dilakukan oleh tokoh-
tokoh masyarakat yang layak men-
jadi panutan dengan ujung tombak-
nya Kementerian Pendidikan. Ke-
menterian Sosial sudah barang tentu
dapat mendukung program deradi-
kalisasi melalui bantuan-bantuan
sosial untuk membantu perekono-
mian dan kebutuhan hidup mendasar
orang-orang yang pernah terlibat
dalam insiden radikalisme atau
terorisme dan hidup di bawah garis
kemiskinan. Kementerian Dalam
Negeri bisa mendukung upaya
deradikalisasi para eks teroris dengan
pendataan dan monitoring serta
pemulihan kesadaran akan hak dan
kewajiban mereka sebagai warga
negara Indonesia yang setia pada
Pancasila, NKRI dan menerima
keberagaman masyarakat secara
demokratis.

BNPT memang merupakan
leading sector upaya deradikalisasi
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para bekas Napiter, namun Polri yang
mempunyai struktur organisasi dan
jajaran yang hadir di seluruh wilayah
Indonesia dari tingkat pusat hingga
tingkat desa secara nasional. Maka,
secara teknis Polri merupakan lem-
baga yang paling siap dan kompeten
dalam upaya pendekatan dan pendi-
dikan (non formal) dalam upaya
deradikalisasi; Hal ini sejalan dengan
Tugas Pokok Polri yang tertuang
dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yaitu pemeliharaan kea-
manan dan Ketertiban masyarakat,
penegakan hukum dan perlindu-
ngan, pengayoman dan pelayanan
masyarakat.

Salah satu upaya strategis yang
dilakukan Polri adalah melibatkan
mantan Napiter dalam upaya
deradikalisasi. Hal ini menjadi hal
yang sangat penting untuk dilakukan
karena para mantan Napiter ternyata
tidak mudah menjalani proses
kembali menjadi warga negara
Indonesia yang baik dan setia pada
Pancasila, NKRI dan menerima ke-
bhinekaan masyarakat secara demo-
kratis. Pertama, dari pihak masyar-
akat sendiri yang tidak serta merta
dapat menerima kehadiran mantan
Napiter yang sudah menjalani masa
hukumannya di tengah-tengah
mereka. Kedua, dari pihak mantan
Napiter sendiri yang sudah dibekali
dengan paham-paham radikal anti
pemerintah yang thogut dan cita-cita
pembentukan negara Islam atau
bahkan negara khilafah dengandasar
pemahaman ajaran keagamaan yang
ekstrim tidak mudah untuk menghi-
langkannya. Maka, pelibatan mantan

Napiter yang sudah sadar menjadi
sangat relevan. "Kami para mantan
napi teroris (napiter) pun siap
mendukung penuh upaya-upaya
pencegahan karena kami pernah
berada di sana (kelompok radikal)
sehingga banyak tahu seluk beluk
sel-sel terorisme di Indonesia,” ujar
mantan teroris Agus Dwikarna
(2017). Lebih lanjut dia menyatakan
bahwa proses pelibatan mantan
Napiter melalui diskusi dan dialog
dapat menjadi ruang muhasabah
(koreksi diri) bagi para mantan
Napiter yang terlibat jaringan kelom-
pok agar tidak mengulangi apa yang
pernah mereka lakukan. Program
pembinaan atau deradikalisasi yang
dilakukan BNPT dan Polri dianggap
baik dan perlu ditingkatkan dengan
lebih mengintensifkan sosialisasi
agar para mantan Napiter dan semua
pihak terkait dapat lebih memahami
maksud dan tujuan program tersebut.
Masih sering terjadi kesalahpahaman
di kalangan mantan Napiter dan
Gerakan yang kurang sinerjik di
kalangan pelaku dan pendukung
program deradikalisasi. Maka, peli-
batan para mantan Napiter yang
sudah sadar dan menyatakan setia
pada Pancasila dan NKRI serta
kekbhinekaan masyarakat sangat
dibutuhkan untuk mendekati kelom-
pok-kelompok yang masih mempu-
nyai pemikiran radikal. Sekali pun
anggota kelompok-kelompok radikal
ini telah menjalani proses hukuman
dan pembinaan di dalam penjara
selama bertahun serta sudah kembali
ke tengah masyarakat, tidak men-
jamin bahwa mereka telah menyadari
sepenuhnya kesalahpahaman mereka
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dengan paham radikalisme dan
terorisme. Dalam konteks inilah
pelibatan mantan Napiter yang sudah
sadar dan setia pada Pancasila dan
NKRI serta kebhinekaan masyarakat
menjadi sangat relevan.

E.PENUTUP
1. Simpulan

Sikap dan tindak radikalisme
yang sering berujung dengan aksi-
aksi terorisme adalah permasalahan
kemasyarakatan yang sangat kom-
pleks dan kejahatan kemanusiaan
yang harus disikapi dan ditangani
dengan tegas dan bijak serta terpro-
gram. Upaya pemulihan dan pem-
binaan para anggota kelompok-
kelompok radikal dan mantan Napi-
ter melalui program deradikalisasi
mutlak perlu dilaku-kan secara
berkelanjutan oleh semua pihak
terkait secara terpadu dan sinerjik
dengan leading sector BNPT dan
Polri yang dengan jajarannya dari
tingkat pusat hingga desa sebagai
pelaksana di lapangan. Pelibatan
mantan Napiter oleh Polri melalui
upaya deradikalisasi menjadi salah
satu program andalan yang sangat
relevan. Dengan pengalamanmereka
sebagai manusia radikal dan bahkan
menjadi teroris serta bertobat dan
berbalik kembali setia pada Pancasila
dan NKRI serta bisa menerima fakta
kebhinekaan masyarakat Indonesia,
mereka lebih berpeluang melakukan
pendekatan terhadap anggota kelom-
pok-kelompok radikal dan bahkan
terhadap para mantan Napiter yang
belum sepenuhnya sadar akan
kesalahan mereka untuk kembali
menjadi warga negara yang baik.

2.Saran

Disarankan kepada BNPT dan
Polri untuk lebih intensif mensosia-
lisasikan program deradikalisasi
kepada masyarakat luas dan semua
pihak terkait. Disarankan kepada
BNPT sebagai leading sector dan
Polri  sebagai pelaksana utama
program deradikalisasi di lapangan
untuk lebih meningkatkan keter-
paduan dan sinerjitas semua pihak
terkait. Disarankan kepada semua
pihak terkait dengan program
deradikalisasi untuk memberikan
dukungan dan bantuan optimal baik
kepada para mantan Napiter yang
sudah sadar dan bersedia membantu
BNPT dan Polri dalam program
deradikalisasi maupun kepada para
mantan  Napiter dan anggota
kelompok-kelompok radikal yang
mengalami  berbagai  kesulitan
(penerimaan masyarakat, ekonomi
dan sebagainya).
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